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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI
KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemberian gaji dan penghasilan serta hak
lainnya bagi Ketua dan Anggota Komite Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa telah diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan
Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah bagi
Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan
Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah bagi
Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa;

b. bahwa . ..
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b. bahwa dalam wupaya mendorong peningkatan

1.

2.

kinerja Ketua dan Anggota Komite Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap besaran gaji dan
penghasilan serta hak lainnya yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007
tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya
yang Sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan
Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah bagi
Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan
Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah bagi
Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152);

3. Peraturan . . .



ol

)
g
0
-
{;’g

e

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002
tentang Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5308);

4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002
tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan
dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86
Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

S. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah
bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan
Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah bagi
Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);

MEMUTUSKAN: . . .
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA
YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN
PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN
GAS BUMI MELALUI PIPA.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2007 tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya yang
Sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta
Hak Lainnya yang Sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2013) diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 270

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG GAJI DAN
PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH
BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN
PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI
KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

BESARAN
NO KQMPONEN KETUA KOMITE ANGGOTA KOMITE
1. | Gaji Rp14.975.000,00 Rp14.975.000,00
Penghasilan serta hak
lainnya yang sah yang
diterima dalam bentuk
uang sebagai tunjangan:
a. Tunjangan Jabatan; Rp32.946.000,00 Rp29.951.000,00
b. Tunjangan Pengganti | Rp12.000.000,00 Rp10.500.000,00
Pensiun;
c. Tunjangan Kesehatan,; RpS5.250.000,00 Rp4.500.000,00
d. Tunjangan Perumahan. Rp9.000.000,00 Rp7.500.000,00
Total Rp74.171.000,00 Rp67.426.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

‘Salinan sesuai dengan asiinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PUBLIK INDONESIA




